
BUPATI LANGKAT
PROⅥ NSISUMATERA UTARA

配 LへT~」MNDAttHK~ABUPATEN LANGMT
NOMOR 3  TAHUN ′0[0

TENTAN G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR l TAHUN 2012
TENTANG RETttBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA■  mNGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan

Mengingat

Mahkamah Konstitusi Nornor 46/PUU― XI1/2014
dan Keputusan Mente五  Dalarn Nege五  Nomor
188.34-6483 Tahun 2016, matta lampiran l dan
lampiran HI Peraturan Dacrah Nomor l Tahun
20 12 tentang Retribusi」 asa Umunl perlu direvisi;

b. bahwa berdasarkan Pcrtimbangan sebagailnana
dirnaksud dalam huruf a inaka perlu nlembentuk
Peraturan  Daerah  tentang  Perubahan  atas
Peraturan Dacrah Nomor l Tahun 2012 tentang
Retribusl Jasa Umun■

;

1.Pasal 18 ayat(6)Undang―Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;

Undang―Undang No.rr.or 7 Drt Tahur.1956 tcntang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  ―
kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran  Negtta Rcpublik lndonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 1092);

Undang―Undang Nornor 23 Tahun 2006 tentang
Adrninistrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik lndonesia  Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4674)sebagairnana telah diubah dengan
Undang―Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Pcrubahan atas Undang― Undang Nomor 23 Tahun
2006   tentang  Adminttrast  Khpend■ldukan
(Lembaran Negara Republik lndOnesia Tahtln 2013
No...or232),Tarnbahan Lcrnbaran Negara Republik
lndonesia l■ 7。mOr 5475);
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3.



Undang―Undang Nomor 12 Tahun 201l tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang― Undangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011
Nomor 82,Tambahan h3mbaran Negara Rep■ lblik
lndonesia Nomor 5234);

Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang
PemeHntahan Daerah(Lembararl Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia   Nomor
5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 9 Tふ un
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang―
Undang  Nomor  23  Tahun  2015  tentang
Pemenntahan Dacrah(Lembaran Negara Republik
lndonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rに publik lndonesta   Norrlor
5679):

Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 5
Tahun  1982  tentang Pemindahan ibu Kota
Kabupaten Daerah Tingkat H Langkat dari Wilayah
Kodya Dati II Bil電 ai kC Kota Stabat dalam Wila、 rah

Kabupaten Dati H LangkatDaerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor
10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Madya Daerah Tingkat II Bilttai, Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Dacrah
Tingkat H Deli Serdang(Lembaran Negara Republik
lndop_esh  Tahun 1986 Nomοr ll, T―_bahan
Lelnbaran Negara Republik lndonesia   Nomor
3323);

Peraturan Daerah Nomor i Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum  (  Lcmbaran  Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor l);
Dengarl PersetuJuan Bersama

DE¬″AN PERWAKImN RAKD‐ AT DAERAII~KABUPATEN LANGKAT
dan
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BUPAlI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

PERだrURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN Aデ 「 AS
PERATURAN DAERAH NOMOR l TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI」 ASA UMUM

Menetapkan




